
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI ACEH SINGKIL 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL 
NOMOR A TAHUN 2024 

TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG 

DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH SINGKIL, 

a. bahwa pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga 
listrik merupakan salah satu pendapatan daerah yang 
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan 
daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 
ayat (3) Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas 
Tenaga Listrik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas 
Tenaga Listrik; 

1 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh 
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3827); 

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah 
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3893); 

3. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 
sebagaimana telah diubah beberapa kali ter ir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 t ntang 
Penetapan Peraturan Pernerintab Pengganti 
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 1 1 9 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161 ) ;  

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6628); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas 
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 17 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6848); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881) ;  

12 .  Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Singkil Tahun 2016 Nomor 251  Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten 
Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285); 

13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Qanun Pengelolaan Keuangan Kabupaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 
2022 Nomor 290); 

14 .  Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 
2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 1 ) ;  
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 
ATAS TENAGA LISTRIK 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh SingkiJ. 
2.  Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah 

Kabupaten Aceh Singkil. 
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil. 
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang. dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar­ 
besarnya kemakmuran rakyat. 

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan. 
meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan 
pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan pemndang-undangan. 

6 . Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan 
usaha milk daerah, atau badan usaha milik desa, 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7 . Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang 
dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik 
yang didistribusikan untuk bermacam peralatan 
listrik. 

8 . Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik 
yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik 
adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir 
atas konsumsi Tenaga Listrik. 

9 . Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang 
dalam suatu jangka waktu tertentu. 

10 .  Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya J 

(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan 
tahun kalender. 



BAB II 
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

ATAS TENAGA LISTRIK 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan 
mengena1: 
a. jenis. objek. subjek, dan Wajib Pajak; 
b. dasar pengenaan Pajak; 
c. tarif Pajak; 
d. saat terutang Pajak; dan 
e. wilayah pemungutan Pajak. 

Bagian Kedua 
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak 

Pasal 3 

( 1 )  Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan 
konsumsi Tenaga Listrik 

(2) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  merupakan penggunaan Tenaga 
Listrik oleh pengguna akhir. 

(3) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: 

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi 
Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan 
penyelenggara negara lainnya; 

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang 
digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan asing berdasarkan asas timbal 
balik; 

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, 
parti jompo, panti asuhan, dan panti sosial 
lainnya yang sejenis; dan 

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan 
sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak 
memerlukan izin dari instansi teknis terkait. 

Pasal 4 
( 1 )  Subjek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan 

konsumen Tenaga Listrik. 
(2) Wajib PBJT atas Tenaga Listrik merupakan orang 

pribadi atau Sadan yang melakukan penjualan, 
penyerahan, dan/atau konsumsi Tenaga Listrik. 

Bagian Ketiga 
Dasar Pengenaan 

r 

( I ) 
Pasal 5 

Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga 
merupakan jumlah yang dibayarkan 
konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik. 

Listrik 
oleh 



(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l ) ,  dasar pengenaan PBJT 
atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual 
Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang 
bersangkutan. 

( I )  

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 6 
Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat ( 1) ditetapkan untuk: 
a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain 

dengan pembayaran; dan 
b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. 
Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk 
Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain 
dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I )  huruf a, dihitung berdasarkan: 
a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah 

dengan biaya pemakaian kWh/variabel l yang 
ditagihkan dalam rekening listrik, untuk 
pascabayar; dan 

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk 
prabavar. 

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk 
Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, dihitung 
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat 
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian 
listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di 
wilayah Daerah yang bersangkutan. 
Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang 
ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari 
sumber lain dengan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a dan nilai jual 
Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib 
Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan 
PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan 
Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan. 

Bagian Keempat 
Tarif 

\ 

Pasal 7 
( 1) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan paling 

tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 
(2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: 

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh 
industri, pertambangan minyak bumi dan gas 
alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga 
persen); dan 

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan 
sendiri, ditetapkan paling tinggi sebesar 1 , 5 %  
(satu koma lima persen). 



Bagian Kelima 
Saat Terutang 

Pasal 8 
Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan pada 
saat konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik 

Pasal 9 
( 1 )  Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ditetapkan 
pada saat orang pribadi atau Sadan telah 
memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT 
atas Tenaga Listrik dalam I (satu) kurun waktu 
tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, 
atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur Pajak dan retribusi daerah. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I )  
ditetapkan untuk jangka waktu l (satu) bulan 
kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi 
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang 
terutang. 

Bagian Keenam 
Wilayah Pemungutan 

Pasal 10 
PBJT atas Tenaga Listrik yang tentang dipungut di 
wilayah tempat konsumsi Tenaga Listrik. 

Bagian Ketujuh 
Penggunaan Hasil Penerimaan 

untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan 

Pasal 1 1  
(  1 )  Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling 

sedikit sebesar I 0% (sepuluh persen) wajib 
dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan 
umum. 

(2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi 
penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur 
penerangan jalan umum serta pembayaran biaya 
atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan 
jalan umum .  

(3) Dalarn hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



Pasal 1 2  
Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan 
pemantauan atas pemenuhan pengalokasian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ,  Pemerintah 
Kabupaten menyusun bagan akun standar dan/atau 
melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari 
hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik. 

Bagian Kedelapan 
Ketentuan Pemungutan Pajak 

Pasal 13  
(1 )  PBJT atas Tenaga Listrik dipungut berdasarkan 

perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan PBJT 

atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  mengikuti ketentuan pemungutan Pajak 
dalam peraturan perundang-undangan mengenai 
ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak. 

Bagian Kesem bilan 
Tata Cara Pembayaran Pajak Barang Jasa Tertentu 

atas Tenaga Listrik yang Dibayarkan oleh Pemerintah 

Pasal 1 4  
( 1 )  Pemerintah Kabupaten melakukan pembayaran 

PBJT atas Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang 
dikonsumsi oleh Wajib Pajak tertentu. 

(2) Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l )  merupakan Wajib Pajak yang telah 
menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di 
bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi 
atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak 
terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh 
Pemerintah. 

(3) Pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik oleh 
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
berasal dari jumlah tertentu yang mempakan 
bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan 
usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

(4) Pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang keuangan negara. 

(5) Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara 
pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  diatur dengan peraturan 
menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil. 

Ditetapkan di Singkil 
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Diundangkan di Singkil 
No@by 909u 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 7J. 


